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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR ;3) Tahun 2022

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN,

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pemerintah Dagrah dala_m
menyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizma'n. wajib
membentuk Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan ;

b. bahwa agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam Pelaksanakan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Barito Selatan ;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan hurup
b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan
Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3851);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4846);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038 );

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom
Pelaksanaan Undang - undang Nomor 25 Tahun 208; tzr?tant;hgglazgr:azn Ft’e':)tla :g

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun y2018 t:ntz'z'
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: '

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia quor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

16. Peraturan Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan kinerja
percepatan pelaksanaan berusaha didaerah serta kinerja percepatan pelaksanaan
berusaha kementrian negaralembaga (lembaran negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1747);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3);

18.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;

19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
PUBLIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TAHUN 2022

© Menetapkan maklumat pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan tahun
2022

. Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan merupakan
Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan sesuai Standar Pelayanan.




* Maklumat pelayanan Publik Perizinan dan Non perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut -
“ Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesual
dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati jan/{
ini, tegurlah kami melalui Unit Pengaduan dan kami siap diberikan sanksi sesual
peraturan perundang-undangan yang Berlaku*

kan dengan ketentuan apabila

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap :
putusan ini, maka akan diadakan

dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam ke
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Ditetapkan di Buntok.
pada tanggal 10 agustus 2022
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KEPALA DINAS.PENAMAN MODAL DANPELAYANAN
TERPADU SA'\[U DINTUL QQQATEN BARITO SELATAN,
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Tembusan :
Disampaikan kepada Yth.
1) PjBupali Barito Selatan (sebagai laporan)
2) Ketua DPRD Kabupaten Barito selatan
. 3) Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan
4) Arsip.



